
WALI KOTA BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 

NOMOR 30 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 

PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa implementasi pend id ikan ant ikorups i d i se luruh t ingkat 
jen jang pend id ikan merupakan ha l yang sangat pent ing u n t u k 
mewu judkan siswa sebagai generasi m u d a yang berkarakter 
mora l an t ikorups i ; 

b. bahwa da lam upaya menc ip takan siswa yang berintegritas dan 
bermoral an t i ko rups i sebagaimana d imaksud dalam h u r u f a, 
per lu d i laksanakan implementasi pendid ikan ant ikorups i 
m u l a i dar i sa tuan pendid ikan, l ingkungan keluarga dan 
l ingkungan masyarakat; 

c. bahwa u n t u k mewu judkan implementasi pendid ikan 
ant ikorups i d i l akukan me la lu i insersi pada se luruh mata 
pelajaran d i sa tuan pendid ikan dasar formal dan pendid ikan 
nonformal ; 

d. bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud 
da lam h u r u f a, h u r u f b, dan h u r u f c, per lu menetapkan 
Peraturan Wal i Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
Ant iko rups i pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di 
L ingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar; 

Mengingat : L Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan T indak Pidana Korups i (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana te lah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan T indak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
134, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
4150); 
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2. Undang-Undang Nomor 30 T a h u n 2002 tentang Komi si 
Pemberantasan T indak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4250) 
sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 1 0 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan T indak Pidana Korupsi Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5698); 

3. Undang-Undang Nomor 20 T a h u n 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i , t e rakhi r 
dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 T a h u n 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2005 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah d iubah beberapa 
ka l i , t e rakhi r dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5670); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 T a h u n 2008 tentang Wajib 
Belajar (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4863); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T a h u n 2008 Nomor 9 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4864); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang G u r u 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4941) 
sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 T a h u n 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 T a h u n 2008 tentang G u r u (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6058); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5105), 
sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5157); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 T a h u n 2017 tentang Penguatan 
Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2017 Nomor 195); 

11 . Peraturan Menter i Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 
tentang Standar Pendidikan Anak Usia D in i ; 

12. Peraturan Menter i Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 
Tahun 2014 tentang Mua tan Lokal K u r i k u l u m 2013 (Berita 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 1172); 

13. Peraturan Menter i Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 
Tahun 2015 tentang Penumbuhan Bud i Pekerti (Berita Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN 
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL 
DAN NONFORMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA 
BANJAR. 

BAB I 

KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Wal i Kota i n i yang d imaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Banjar. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan u r u s a n 
pemer intahan oleh pemer intah daerah dan dewan perwaki lan 
rakyat daerah m e n u r u t asas o tonomi dan tugas pern bantuan 
dengan pr ins ip otonomi seluas-luasnya da lam sistem dan 
pr ins ip Negara Kesatuan Republ ik Indonesia sebagaimana 
d imaksud da lam Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wal i Kota sebagai u n s u r 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimp in 
pelaksanaan u r u s a n pemer intahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Wal i Kota adalah Wal i Kota Banjar. 

5. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang 
te lah d i susun secara terper inci . 

6. Insersi adalah penyisipan in t i sar i n i la i -n i la i dalam se luruh 
mata pelajaran. 
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7. Pendidikan an t iko rups i yang se lanjutnya dis ingkat PAK adalah 
satu kesatuan dar i pend id ikan karakter generasi m u d a yang 
merupakan proses u n t u k menguatkan sikap ant ikorups i da lam 
d i r i peserta d id ik sejak d in i . 

8. Satuan pendid ikan adalah kelompok layanan pendid ikan yang 
menyelenggarakan pendid ikan pada j a l u r formal dan 
nonformal pada setiap jenjang dan j en is pendid ikan. 

9. Pendidikan formal adalah jen is pendid ikan yang t e r s t r u k t u r 
dan berjenjang yang d i laksanakan d i sekolah dengan syarat-
syarat t e r tentu yang telah d i te tapkan oleh pemer intah. 

10. Pendidikan nonformal adalah j a l u r pendid ikan di luar 
pendid ikan formal yang dapat d i laksanakan secara berjenjang 
dan t e r s t ruk tur . 

11 . Kelompok Kerja G u r u yang selanjutnya dis ingkat KKG 
merupakan wadah atau f o rum kegiatan profesional bagi para 
gu ru sekolah dasar/Madrasah ibt ida iyah d i t ingkat gugus atau 
kecamatan yang terd i r i dar i beberapa gu ru dar i beberapa 
sekolah. 

12. Musyawarah G u r u Mata Pelajaran yang selanjutnya dis ingkat 
MGMP adalah f o rum atau wadah kegiatan profesional guru 
mata pelajaran pada SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, 
SMALB/MALB yang berada d i l ingkungan Pemerintah Daerah 
Kota Banjar yang berfungsi sebagai sarana u n t u k sal in g 
berkomunikas i , belajar, dan ber tukar p ik i r an dan pengalaman 
da lam rangka men ingka tkan kiner ja gu ru sebagai 
prakt is i/pe laku perubahan reorientasi pembelajaran kelas. 

13. Tutor adalah orang yang member i pelajaran/ membimbing 
kepada seseorang a tau sejumlah keci l siswa da lam pendid ikan 
nonformal . 

BAB I I 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Wal i Kota i n i d imaksudkan u n t u k menjadi pedoman 
pelaksanaan da lam rangka implementasi insersi pendid ikan 
an t iko rups i d i sa tuan pendid ikan formal dan nonformal di 
l ingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

Peraturan Wal i Kota i n i be r tu juan u n t u k mewujudkan 
implementasi pend id ikan an t iko rups i yang di insers ikan dalam 
mata pelajaran d i sa tuan pend id ikan formal dan nonformal di 
l ingkungan Pemerintah Daerah. 
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BAB I I I 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang l ingkup Peraturan Wal i Kota i n i me l iput i : 

a. implementasi insersi pendid ikan an t iko rups i ; 

b. pelaksana implementasi insersi pend id ikan ant ikorups i ; 

c. kerja sama; dan 

d. moni tor ing , evaluasi dan pelaporan. 

BAB IV 

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 

Pasal 5 

Implementasi insersi pend id ikan an t iko rups i merupakan 
penerapan pendid ikan an t iko rups i yang d is is ipkan pada mata 
pelajaran, sehingga t idak menambah mata pelajaran baru . 

Pasal 6 

Langkah- langkah implementasi insersi pend id ikan ant ikorups i , 
sebagai b e r i k u t : 

a. menyusun dan meny iapkan rancangan komponen dan bahan 
pembelajaran an t iko rups i disetiap t ingkat satuan pendid ikan 
formal dan nonformal ; 

b. meng ikutser takan siswa/ peserta d id ik da lam kegiatan 
pembelajaran an t iko rups i d i satuan pendid ikan formal dan 
nonformal ; 

c. menyiapkan je jar ing dengan meluaskan pembelajaran 
an t iko rups i kepada keluarga, masyarakat serta mel ibatkan 
semua p ihak mela lu i : 

L satu pemahaman dan langkah insersi PAK dalam mata 
pelajaran serta d iantara g u r u / tenaga pendidik di satuan 
pendid ikan; 

2. mengefektifkan penguatan karakter an t iko rups i d i satuan 
pendid ikan; 

3. membangun sinergi dan berbagi informasi implementasi 
insersi PAK antar sa tuan pendid ikan dan g u r u / tenaga 
pendid ik me la lu i f o rum MGMP/ KKG/ tutor ; dan 

4. membangun sinergi dengan kelompok profesional la innya 
da lam upaya pengembangan pendid ikan an t iko rups i di 
sa tuan pendid ikan formal dan nonformal . 

Pasal 7 

(1) Implementasi insersi pend id ikan ant ikorups i disetiap t ingkat 
satuan pendid ikan formal dan nonformal pal ing lambat 
d i laksanakan pada t a h u n pelajaran 2020/2021 . 
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(2) U n t u k kepent ingan pelaksanaan pendid ikan ant ikorups i 
secara insersi pada mata pelajaran d i satuan pendid ikan 
t ingkat t aman kanak-kanak , sekolah dasar, sekolah menengah 
pertama, dan pendid ikan nonformal , Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan dapat membuat panduan penyelenggaraan 
pendid ikan an t iko rups i sebagai pedoman pelaksanaan insersi 
pendid ikan an t iko rups i d i sa tuan pendid ikan formal dan 
nonformaL 

BAB V 

PELAKSANA IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 

Pasal 8 

(1) Implementasi insersi pend id ikan an t iko rups i sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 5, d i laksanakan oleh g u r u / tenaga 
pendid ik d i setiap satuan pend id ikan t ingkat taman kanak-
kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan 
pendid ikan nonformal . 

(2) U n t u k m e n d u k u n g ke lancaran implementasi insersi 
pendid ikan an t iko rups i sebagaimana d imaksud dalam ayat (1) 
d ikoord in i r oleh kepala/ ke tua satuan pendid ikan dan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

BAB VI 

KERJA SAMA 

Pasal 9 

(1) U n t u k m e n d u k u n g kelancaran pelaksanaan implementasi 
insersi pendid ikan an t iko rups i dapat d i l akukan kerja sama 
dengan Komisi Pemberantasan Korups i Republ ik Indonesia dan 
kementer ian/ lembaga/ organisasi/ pemer intah daerah. 

(2) Pelaksanaan kerja sama implementas i insersi pendid ikan 
an t iko rups i sebagaimana d imaksud dalam ayat (1), 
d i laksanakan sesuai dengan ke ten tuan pera turan perundang-
undangan. 

BAB VII 

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 10 

(1) Moni tor ing dan evaluasi pelaksanaan impelementasi insersi 
pendid ikan an t iko rups i d i l a k u k a n oleh Wali Kota dan p ihak 
eksternal. 

(2) Da lam melaksanakan mon i to r ing dan evaluasi sebagaimana 
d imaksud da lam ayat (1), Wal i Kota menugaskan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar. 

6 



(3) Evaluasi eksternal dapat d i l akukan oleh Komisi 
Pemberantasan Korups i Republ ik Indonesia dan/atau 
kementer ian/ lembaga. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban 
melaporkan pelaksanaan implementas i pend id ikan an t iko rups i 
secara insersi kepada Wal i Kota setiap 6 (enam) bu lan a tau 
sewaktu-waktu apabi la d iper lukan. 

Pasal 12 

Peraturan Wal i Kota i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 
Peraturan Wal i Kota i n i dengan penempatannya dalam Beri ta 
Daerah Kota Banjar. 

Pasal 11 

BAB VI I I 

KETENTUAN PENUTUP 

Di te tapkan d i Banjar 

^ - pada tanggal 28 Agus tus ?n 

^XT^K^p K 0 T A BANJAR, 

D iundangkan d i Banjar 

pada tanggal 29 Agus tus 2019 

^>S©KRgTARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 30 

7 


